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Pasal 4
SERAH TERIMA PEKERJAAN

(1) Setelal? pekerjaan selegaj 100%
mengajukan Penyerahan Barane se
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Pasal 7
SANKSI DAN DENDA

(1) Denda adalah sanks;i finansial

barang karena telah melakukan ci
(2) Besarnya dendg yang harus

keterlambatan penyelesaian pekerja

yang dikenakan kepada penyedia
dera janji. :

dibayar penyedia barang atas
an adalah 1/1000 (satu perseribu)

u.ntuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5 % (lima persen) dari
nilai SPK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Ya.ng dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah
kejadian di luar kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya
termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai
akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi,
huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat
mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan.

(2), Dalamn.hadi*ceijatiinya’ keanaan kahar (Force “Mdjeure) penyetia’ barang
wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran,
selamhs#istambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender
terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari
pihak yang berwenang / berwajib.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di
atas penyedia barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure
tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan, maka keterlambatan
penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure.

(4) Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana
dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan
keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan
penyedia barang dapat sekaligus mengajukan
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(5) Tim Pengelola Kegi:
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(3) Pemutusan Spk dilakukan
tidak memenuhj kewajiban
kepada penyedia barang di
peraturan yang berlaky.

(4) Pemutusan Spk dilalaaleag,) - oiriinana pard Pk efBUR0 melakukan

kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik  dalam proses
penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekeriaan.

apabila penyedia barang cidera janji atau
dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan
kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada
dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

(2) Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka
kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaikan menurut prosedur
hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

(3) Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah
pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah
di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 11
KETENTUANEAIN = LAIN

(1) Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat
Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(2) Surat Perintah Keria_ (SPK) inissémuuat $"mma jralgkap terair’ aarf 2
(dua) asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh masing masing
pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya
diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya
dengan pekerjaan ini.
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Pasal 12
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